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Pusat Alokasikan Rp72,5 Miliar untuk 29 Brigade 

 

PENAJAM - Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran senilai Rp72,5 miliar kepada 

29 Brigade Pangan (BP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), melalui Dinas 

Pertanian (Distan) sebagai biaya operasional untuk mewujudkan program Swasembada 

Pangan. 

 

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distan PPU, Gunawan mengatakan 

masing- masing BP bakal menerima alokasi dana senilai Rp2,5 miliar yang digunakan 

untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan). 

 

“Setiap BP menerima bantuan senilai Rp2,5 miliar. Total anggaran yang diterima untuk 

keseluruhan 29 BP di PPU mencapai Rp72,5 miliar,” ucap Gunawan, Minggu (6/4) 

dilansir dari seputarfakta.com. 

 

Distan PPU telah menyerahkan 29 unit traktor kepada masing-masing BP sebagai bentuk 

realisasi awal dari dana yang diberikan pemerintah pusat tersebut. 

 

Gunawan berharap Alsintan yang telah diterima oleh masing-masing BP diharapkan bisa 

meningkatkan kinerja para petugas di lapangan, terutama dalam mempercepat proses 

pengolahan lahan. 

 

Gunawan menjelaskan BP memiliki tanggung jawab untuk menggarap dan 

mengoptimalkan lahan tidur seluas 5.896 Ha di tiga kecamatan dan 15 desa. 

 

Upaya pengoptimalan lahan seluas ribuan Ha itu dinilai penting untuk memperkuat 

ketersediaan pangan di PPU, sehingga pasokan komoditas pertanian tidak selalu 

bergantung pada daerah lain. 

 

“Peran BP sangat penting dalam mewujudkan swasembada pangan di PPU. Sebab, 

mereka dibentuk untuk membantu petani dalam pengolahan lahan secara masif dan 

terorganisir,” ungkap Gunawan. 

 

Distan PPU yakin dengan adanya bantuan berupa anggaran dan Alsintan, program 

swasembada pangan pasti bisa tercapai. 

 

“Selama ini, sektor pertanian terkendala teknologi saat ingin mencapai hasil pertanian 

yang maksimal. Tapi dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat sepertinya bisa 

mengoptimalkan kinerja petugas pertanian di daerah dan pasti berdampak pada 

peningkatan produktivitas pertanian,” tandasnya. (sf/sn/fy) 

 

 

Sumber berita: 
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Catatan: 

  

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 

tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian (Permentan 21/2023), alat dan mesin 

pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan 

dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi 

daya pertanian. 

2. Dalam Pasal 9 Permentan 21/2023 diatur sebagai berikut: 

(1) Jenis Alsintan untuk taksi Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

diperoleh dari: 

a. bantuan pemerintah;  

b. kredit usaha Alsintan; dan/atau  

c. swadaya. 

(2) Dalam hal jenis Alsintan diperoleh berasal dari kredit usaha Alsintan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diutamakan terhadap produk 

Alsintan yang memiliki sertifikat tingkat kompenen dalam negeri sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

diatur sebagai berikut: 

(1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat 

daerah. 

(2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat 

(1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah daerah 

baik jumlah maupun mutunya.  

(3) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dilakukan kerjasama antar daerah. 

(4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggunglawab 

terhadap pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan cadangan 

pangan pemerintah daerah. 

(5) Dalam melaksanakan tanggungiawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), perangkat daerah dapat bekerjasarna dengan BUMN, PERUMDA, 

BUMDes dan/atau Badan Hukum di bidang pangan. 

 

 


